














Penahanan adalah penemptana tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan Tersangka atau Terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama, maka Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada Tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Namun mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat. Banyak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sosial ekonomi tinggi yang dengan dengan pusaran kekuasaan lebih banyak dikabulkan bila dibandingkan dengan permohonan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa orang-orang biasa, rakyat kecil, miskin, tidak mempunyai relasi dengan lingkaran kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis terhadap proses penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana.
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penangguhan penahanan secara yuridis diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Terdapat persoalan yang muncul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan yakni tidak objektifnya aparat penegak hukum dalam memberi kebijakan penangguhan penahanan, misalnya ada perkara yang berpotensi untuk ditangguhkan penahanannya tetapi tidak ditangguhkan atau sebaliknya. Upaya untuk mengatasi persoalan hukum dalam pelaksanaan penangguhan penahanan, yaitu tegakan keadilan oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu, perbaiki instrumen hukum penangguhan penahanan di Indonesia, jalin hubungan baik antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya, harus ada kerjasama antara advokat dengan kliennya dan perkuat wawasan keilmuan aparat penegak hukum.





Detention is the arrest of a suspect or defendant in a certain place by an investigator or public prosecutor or judge by designation, in terms of and according to the manner stipulated in the law. In order to safeguard and avoid damaging the interests of the suspect or the accused due to detention that is likely to be carried out over a long period of time, the Criminal Procedure Code gives the suspect or defendant the right to file a suspension of detention. But the suspension of detention is also not immune from deficiencies and of course can cause a new problem for the community. Many detention suspension applications submitted by suspects or defendants of high socioeconomic status with the whirlpool of power were granted more than those petitioned by suspects or defendants of ordinary people, small people, poor people, not related to the circle of power. Based on this, it is important to have an analysis of the process of suspension of detention for suspects or defendants in criminal proceedings.
Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.
The results of the study showed that the mechanism of judicial detention suspension was regulated in Article 31 of the Criminal Procedure Code. The suspension of detention can be carried out with or no collateral in the form of money or collateral, but the Criminal Procedure Code does not explain the amount of the security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. Likewise, if the suspension is carried out with guarantees of people, the Criminal Procedure Code also does not provide an explanation. Besides Article 31 of the Criminal Procedure Code also does not explain the legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant he guarantees escapes. There are problems that arise in the implementation of the detention postponement that is the objectivity of law enforcement officials in providing a policy of detention suspension, for example there are cases that have the potential to be suspended but not suspended or vice versa. Efforts to overcome legal problems in the implementation of the detention suspension, namely standing up for justice by law enforcement officials indiscriminately, improving the legal instruments for detaining detention in Indonesia, establishing good relations between advocates and other law enforcement officials, there must be cooperation between advocates and their clients and strengthen insights law enforcement officers' knowledge.














Abdul Muktie Fadjar, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. I, Setara Press, Malang, 2013.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990.
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1989.
Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 1989.
H. Hamrad Hamid, dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 2010.
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan, Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
_________, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
M. Karyadi dan R. Soesilo, KUHAP Dengan Penjelasan Dan Komentar, Politeia, Bogor, 1986.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku II cet. I Pustaka Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
________, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
Mukthie Fadjar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
_________, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Setara Press, Malang, 2013.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1993.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Cet. I, Peradaban, Surabaya, 2007.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionism, Cet. II (Revisi), Binacipta, Bandung, 1996.
Ronny Hanitijo Soemitro, Motode Penelitian hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.
Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.
Syaful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana, Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta bekerjasama dengan Total Media, Jakarta, 2009.
W.L.G. Lemaire. Het Recht in Indonesia, W. Van Hoeven, Gravenhage, 1952.
Yahya Harahap, Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
Yesmil Anwar dan Adang, System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
Yuwono Susilo, Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, Alumni, Bandung, 1982.

B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C.	Sumber Lain
Abidin, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, Makalah, Jakarta 1980.
Alfan Biroli, Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum), Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura.
Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. Jurnal Hukum, Vol. No.2, Tahun 2010.
Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2. 2010.
Imron Rosyadi, Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Sains dan Inovasi III (2) 77-82, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, 2007.
Maulina Fatikha, Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan di Pengadilan Negeri Surakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005.
Muji Iswanty, Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum). FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3, Tahun 2012.
Padmo Wahjono, Indonesia Negara yang Berdasarkan Atas Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 November 1979.
Puteri Hikmawati, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan Dalam Pemeriksaan Perkara, P3DI Setjen DPR RI.
Ratna Sari, Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Desember 1995.
Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya, PERSPEKTIF Volume X No.4 Edisi Oktober 2005.
 





1







